BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit yang tertuang dalam hasil dan
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Sifaniha yaitu sebagai
berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di desa
Sifaniha telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan
desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan tarap
hidup masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat desa Sifaniha
dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga

ada sebagian pihak yang berbeda pendapat

2. Pengelolaanlan Alokasi Dana dan Dana Desa di desa Sifaniha sebagai
pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada
Permendagri No 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai
pertanggungjawaban nya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan
ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan
kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan

pendidikan dan pengalaman.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa
Sifaniha belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa

sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi

73



penggunaan dana ADD dan DD sehingga timbulnya prasangka buruk
masyarakat desa kepada aparatur desa. Analisis tersebut juga didukung oleh
kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD dan DD
diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian
besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana
yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten , bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD
harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan
BPD serta pelaksanaan ADD dan DD harus dilakukan secara Partisipatif,

Transparan, dan Akuntabel.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitia yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat

diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintaha Desa khususnya Kepala Desa Sifaniha Kecamatan Biboki
Anleu diharapkan memperbaiki proses penyampaian laporan
pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Dana Desa dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa,
dengan cara mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan
APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa, sehingga masyarakat
dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD dan DD akan lebih baik dan

transparan.

2. Diharapkan kepada kepala desa untuk memberikan informasi atas

segala bentuk dokumen alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa
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kepada masyarakat, sehingga tidak dapat menimbulkan prasangka
buruk masyarakat desa kepada aparatur desa dalam pengelolaan ADD

dan DD.

. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas Alokasi
Dana Desa (ADD) dan Dana Desa, sehingga dalam pelaksanannya akan
lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD

dan DD oleh pihak pelaksana pengelola ADD dan DD
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